PERATURAN DAERAH PROPI NSI NUSA TENGGARA Tl MUR ( PERDA NTT)
NOMR 8 TAHUN 2001 (8/2001)
TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
PROPI NSI NUSA TENGGARA Tl MUR TAHUN 2001 - 2004

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA Tl MUR,
Meni nbang: a. bahwa program penbangunan daerah yang dinuat
dal am Pol a Dasar Penbangunan Daerah Propinsi

Nusa Tenggara Tinmur Tahun 2001 - 2004 harus
di | aksanakan sesuai dengan Kketentuan yang

ber | aku;
b. bahwa upaya nel aksanakan program penbangunan
daer ah pada  saat ref or masi , Perrer i nt ah

Propinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan
Pokok- Pokok Reformasi Penbangunan Daerah yang
nmenuat program penbangunan daerah untuk Tahun
Anggar an 1999/ 2000;

C. bahwa dal am pel aksanaan oper asi ona
penbangunan di daerah Penerintah Daerah tel ah
nmenet apkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa
Tenggara Timur Nonor 1 Tahun 2000 tentang
Anggar an Pendapat an dan Bel anj a Daer ah
Propinsi Nusa Tenggara Tinur sebagai dasar
pel aksanaan penbangunan Tahun Anggaran 2000
dan tel ah di pert anggungj awabkan;

d. bahwa pel aksanaan program penbangunan di Nusa
Tenggara Timur harus dilakukan dalam sisa
kurun waktu Tahun Anggaran 2001 - 2004;

e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu
nmenet apkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa
Tenggara Timur tentang Pola Dasar Penbangunan
Daerah Propinsi Nusa Tenggara Tinmur Tahun 2001
- 2004,

Mengi ngat: 1. Ketetapan Majelis Pernmusyawaratan Rakyat Republik
I ndonesia Nonmor |V/MPR/I1999 tentang Garis-
gari s Besar Hal uan Negar a;

2. Undang-undang Nonmor 64 Tahun 1958 tentang
Penbent ukan Daer ah-daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Tinur
(Lenbaran Negara Tahun 1958 Nonmor 155,
Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 1649);

3. Undang-undang Nonmor 69 Tahun 1958 tentang
Penbent ukan Daerah-daerah Tingkat |1 dal am
W I ayah Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Tinur
(Lenbaran Negara Tahun 1958 Nonmor 122,
Tanbahan | enbaran Negara Nonor 1655);

4. Undang-undang Nonmor 22 Tahun 1999 tentang
Penerintahan Daerah (Lenbaran Negara Tahun
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1999 Nonor 60, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor
3839);

5. Undang-undang Nonmor 25 Tahun 1999 tentang
Peri nbangan Keuangan antara Penerintah Pusat
dan Daerah (Lenbaran Negara Tahun 1999 Nonor
72, Tanmbahan Lenbaran Negara Nonor 3848);

6. Undang- undang Nonor 25 Tahun 2000 tentang Program
Penbangunan Nasional (Lenbaran Negara Tahun
2000 Nonor 206);

7. Peraturan Penerintah Nonor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Penerintah dan Kewenangan Propins
sebagai Daerah Qonom (Lenbaran Negara Tahun
2000 Nonor 54, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor
3952);

8. Peraturan Penerintah Nonor 20 Tahun 2001 tentang
Penbi naan dan Pengawasan Atas Penyel enggaraan
Pemerintah Daerah (Lenbaran Negara Tahun 2001
Nonmor 41, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor
4090) ;

9. Peraturan Penerintah Nonor 39 Tahun 2001 tentang
Penyel enggaraan Tugas Dekonsentrasi (Lenbaran
Negara Tahun 2001 Nonor 62, Tanbahan Lenbaran
Negara Nonor 4095);

10. Keput usan Presiden Republik Indonesia Nonmor 44
Tahun 1999 tentang Tekni k Penyusunan Perat uran
Per undang- undangan dan Bent uk Rancangan
Undang- undang, Rancangan Peraturan Penerintah
dan Rancangan Keputusan Presi den;

11. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Tinmur
Nonor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan
Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur Nusa
Tenggara Timur (Lenbaran Daerah Tahun 2000
Nonor 264 Seri D Nonor 264);

12. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Tinmur
Nonor 8 Tahun 2000 tentang Penbentukan
O ganisasi Dan Tata Kerja D nas Propinsi Nusa
Tenggara Tinmur (Lenbaran Daerah Tahun 2000
Nonmor 347 Seri D Nonor 347);

13. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Tinur
Nonor 9 Tahun 2000 tentang Penbentukan
O ganisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Propi nsi Nusa Tenggara Tinmur (Lenbaran Daerah
Tahun 2000 Nonor 349 Seri D Nonor 349);

14. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Tinur
Nonor 11 Tahun 2000 tentang Penbentukan
O ganisasi Dan Tata Kerja Lenbaga Daerah
Propi nsi Nusa Tenggara Tinur (Lenbaran Daerah
Tahun 2000 Nornor 353 Seri D Nonor 353);

Dengan per set uj uan
DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT DAERAH PRCOPI NSI NUSA TENGGARA Tl MUR
MEMUT USKAN:
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Menet apkan: PERATURAN DAERAH PRCPI NSI NUSA TENGGARA TI MUR TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH  PRCPI NSI NUSA
TENGGARA TI MUR TAHUN 2001 - 2004.

Pasal 1

Sistemati ka Pola Dasar Penbangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara
Ti mur Tahun 2001 - 2004 sebagai beri kut:

BAB | Pendahul uan.

BAB | | Kondi si  Unum

BAB Ill1Visi, Msi, Tujuan, dan Strategi Penbangunan Daer ah.
BAB | VAr ah Penbangunan Daer ah.

BAB VKai dah Pel aksanaan.

BAB VI Penut up.

Pasal 2

Isi beserta urai an sesuai sistematika Pola Dasar Penbangunan Daer ah
Propinsi Nusa Tenggara Tinur sebagai mana di maksud dal am Pasal 1
Peraturan Daerah ini ternuat dalam Lanpiran yang nerupakan bagi an
yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Pol a Dasar Penbangunan Daerah sebagai mana di naksud pada Pasal 2
Peraturan Daerah ini dijadi kan acuan dalam Penyusunan Program
Penbangunan Daerah (PROPEDA), Rencana Penbangunan Tahunan Daerah
(REPETADA) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
( RAPBD) .

Pasal 4
Hal - hal lain yang belumternuat dal am Pol a Dasar Penbangunan Daer ah
Propinsi Nusa Tenggara Tinmur Tahun 2001 - 2004 akan dijabarkan
dal am Program Penbangunan Daerah (PREPEDA) Propinsi Nusa Tenggara
Ti mur .

Pasal 5
Peraturan ini nulai berlaku sejak tanggal di undangkan.
Agar setiap orang nengetahuinya nenerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lenbaran Daerah
Propi nsi Nusa Tenggara Ti nur.

Di t et apkan di Kupang
Pada Tanggal 23 Agustus 2001
GUBERNUR NUSA TENGGARA TI MUR

TTD.
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Pl ET ALEXANDER TALLO

D undangkan di Kupang
pada tanggal 23 Agustus 2001

SEKRETAR S DAERAH PRCPI NS
NUSA TENGGARA TI MUR,

TH M HERVANUS

LEMBARAN DAERAH PRCPI NSI' NUSA TENGGARA TI MUR
TAHUN 2001 NOMCR 181 SERI D NOMOR 179

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPI NSI' NUSA TENGGARA TI MUR
NOMCR 8 TAHUN 2001
TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
PROPI NSI  NUSA TENGGARA Tl MUR TAHUN 2001 - 2004

| . PENJELASAN UMUM
1. Dasar Pem ki ran

Si kl us per encanaan nmengal am per ubahan

par adi gna

nmendasar sejak reformasi tahun 1998 digulirkan.
periode sebelummya, siklus perencanaan dinul ai

pol a sebagai berikut:

1. Majelis Pernusyawaratan Rakyat sebagai representas
rakyat I ndonesia nenetapkan Garis-garis

Hal uan Negara (GBHN);

2. Berdasarkan GBHN Penerintah nenjabarkan dal am Rencana
Penbangunan Li ma Tahun;

3.D ti ngkat daer ah, Peneri nt ah Pr opi nsi dan
Kabupat en/ Kot a berdasarkan GBHN nenj abarkan dal am
Pol a Dasar Penbangunan Daer ah;

4. Berdasarkan Pol a Dasar Penbangunan Daerah dan Rencana
Penbangunan Lima Tahun Nasional mnaka Penerintah
Pr opi nsi dan Kabupaten/ Kota nenjabarkan dal am
Rencana Penbangunan Li ma Tahun Daer ah;

Sejak tahun 1998, situasi reformasi politik nenghendaki
adanya perubahan siklus perencanaan berdasarkan TAP MPR
Nonmor X/ MPR/ Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Refornasi
Penbangunan yang nendasari pel aksanaan penyel enggaraan
perneri ntahan dan pengel ol aan penbangunan dan sel anj ut nya
Penrer i nt ah Pr opi nsi nmenj abarkan  dal am  Pokok- pokok
Ref ormasi  Penbangunan Daerah yang berlaku tanggal 1
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April 1999 sanpai dengan 31 Maret 2000.
Dal am rangka nengoperasi onal kan Pokok-pokok Refornasi
Penbangunan Daerah tersebut maka penjabaran sel anjutnya
di t uangkan dal am Anggaran Pendapatan dan Bel anja Daerah
berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara
Timur Nonor 1 Tahun 1999. Pada Tahun Anggaran 2000
penbangunan dil aksanakan berdasarkan Anggaran Pendapat an
dan Bel anja Daerah sesuai Peraturan Daerah Nonor 1 Tahun
2000.
Sel anjutnya dalam sisa kurun waktu antara tahun 2001 -
2004 neka Pedoman Penbangunan di Daerah nengacu pada
Pol a Dasar Penbangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2001 - 2004 sebagai pedoman unmum bagi
sel uruh unsur apar at ur Peneri nt ah Daer ah, DPRD
O gani sasi  Sosial Kemasyarakatan/LSM Perguruan Ti ngg
dan Dunia Usaha dalam jangka waktu enpat tahun, guna
gpgujudkan pertunbuhan dan kenmajuan Daerah diberbagai
i dang.
Penbangunan daerah nerupakan suatu rangkai an hubungan
fungsional dan sinergis dari berbagai kegiatan bidang-
bi dang penbangunan daer ah, dal am kerangka Negara
Kesatuan Republik |Indonesia. Penbangunan daerah pada
dasarnya nerupakan bagian integral dan penbangunan

nasional. Qdeh karena itu perkenbangan penbangunan
daerah tidak terlepas dari pengaruh  perkenbangan
penbangunan  nasi onal . Penbangunan  daerah  neliputi

ber bagai kegiatan yang saling berkaitan dalam proses
Penbangunan  nasi onal dengan nel aksanakan azas-azas
desentralisasi, dekonsentrasi dan penbantuan secara
t er padu, terarah dan proporsional.

Setiap relevansi penbangunan daerah akan nenentukan
konposi si kegi atan bi dang- bi dang penbangunan secara
terpadu. Dalam hubungan ini dibutuhkan pendekatan-
pendekat an penbangunan yang berwawasan kependudukan dan
berwawasan |ingkungan spesifik daerah MNusa Tenggara
Ti nur, dal am cakrawala penbangunan nasi onal yang
ber pedoman pada Garis-garis Besar Haluan Negara. Untuk
itu perlu disusun Kkebijakan penbangunan daerah yang
berbasis tata ruang yang terstruktur sesuai dengan
per masal ahan, tantangan, kendala, potensi serta peluang
dan aspirasi nasyarakat Nusa Tenggara Ti nur.

Searah dengan reformasi di segala bidang, penbangunan
daerah nel aksanakan paradigma baru penbangunan yang
ber f okus pada nanusia. Perencanaan penbangunan daerah
di arahkan pada penciptaan Kkegi atan-kegi atan produktif
yang |ebih berpihak kepada kelonpok mnasyarakat yang
tertinggal dan nemliki kenmanpuan yang rendah, untuk
meni ngkat kan kapasi tas daerah dal am rangka i npl enentas

ot onom daer ah

Sehubungan dengan itu, dalam rangka nengatur dan
nmengendal i kan proses penbangunan daerah yang konpl eks,
luas dan dinams, Penerintah Daerah Nusa Tenggara Ti nur
nmenet apkan visi, msi dan strategi serta arah kebijakan
penbangunan daerah yang tertuang dalam Pola Dasar
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